





1.1 Latar Belakang 
Pajak merupakan iuran wajib bagi warga negara kepada negaranya 
dalam rangka menopang kesejahteraan negara. Pajak adalah salah satu 
komponen pendapatan negara yang kemudian digunakan untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran dalam rangka menjalankan pemerintahan dan 
mencapai kesejahteraan rakyat. Pembayaran pajak dilakukan oleh warga negara 
yang memiliki penghasilan dan mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. 
Wajib pajak terdiri atas orang pribadi dan badan. Pada penelitian ini 
penulis akan memfokuskan penelitian pada wajib pajak badan. Perusahaan 
memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah. Pembayaran 
pajak tersebut harus mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemerintah 
menyusun sistem dan peraturan perpajakan untuk meningkatkan efektivitas 
pemungutan pajak dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti 
penyelewengan pajak, pengenaan pajak berganda, dan sebagainya. 
Perusahaan diharapkan membayar pajaknya sesuai dengan apa yang 
menjadi kewajibannya seperti yang terlihat pada laporan keuangannya. Menurut 
Kieso dkk (2007:2), laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian 
informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan yang menampilkan 
sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter dan menyajikan 
neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan 
perubahan ekuitas pemilik atau pemegang saham, dan catatan atas laporan 
keuangan atau pengungkapan yang juga merupakan bagian integral dari setiap 
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laporan keuangan. Dalam perpajakan, laporan keuangan yang dibuat oleh 
perusahaan tersebut disebut laporan keuangan komersial yang disusun 
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan laporan keuangan yang 
penyusunannya didasarkan pada aturan perpajakan disebut laporan keuangan 
fiskal. Perbedaan pada kedua laporan tersebut, baik secara permanen maupun 
temporer, biasanya berkaitan dengan pengakuan penghasilan dan beban. 
Berdasarkan hal tersebut, diperlukan rekonsiliasi atas laporan keuangan fiskal 
dalam pelaporan pajak. 
Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan 
memiliki aturan yang berbeda dalam menentukan penghasilan dan beban dalam 
suatu periode keuangan. Perbedaan tersebut terjadi karena tujuan pelaporan 
keuangan pada perusahaan berbeda dengan tujuan pelaporan pajak. Misalnya 
pada kasus pendapatan diterima di muka, tercatat sebagai aset pada laporan 
keuangan komersial karena kegiatan bisnis yang terkait dengan pembayaran 
tersebut belum terealisasi. Sedangkan untuk tujuan fiskal, diakui sebagai 
penghasilan karena terdapat aliran kas masuk untuk tujuan bisnis. Perbedaan 
dalam pengakuan penghasilan dan beban menyebabkan perbedaan laba kena 
pajak antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. 
Berdasarkan hal tersebut, perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal untuk 
menyusun laporan keuangan fiskal. Koreksi fiskal ini merujuk pada akuntansi 
pajak penghasilan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) No. 46. 
PSAK No. 46 mulai efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan untuk periode pelaporan pada/setelah tanggal 1 Januari 1991 bagi 
perusahaan go public. PSAK No. 46 mengatur pengakuan aset pajak tangguhan 
yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut, 
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penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan, dan pengungkapan 
informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan. 
Penelitian ini akan dihubungan dengan metode pajak penghasilan 
tangguhan yang akan menentukan aset/liabilitas pajak sesuai dengan PSAK No. 
46 (Akuntansi Pajak Penghasilan). Pajak penghasilan tangguhan ini terjadi 
karena terdapat konsekuensi pajak atas perbedaan pengakuan dan pencatatan 
antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Perbedaan-
perbedaan tersebut dapat terjadi secara permanen/tetap maupun 
temporer/waktu. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian pada 
PT Dwi Selo Giri Mas. Perusahaan tersebut bergerak di industri bahan kimia 
dengan spesifikasi Kalsium Karbonat  dan memproduksi bahan pembuatan cat 
dinding. Penulis akan melihat apakah perusahaan tersebut telah menerapakan 
akuntansi pajak penghasilan yang sesuai dengan PSAK no. 46. Berdasarkan 
penjelasan yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang 
berjudul “Penerapan PSAK No. 46 (Akuntansi Pajak Penghasilan) pada PT 
Dwi Selo Giri Mas”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Penulis merumuskan masalah berdasarkan latar belakang di atas. 
Rumusan masalah yang dikemukakan penulis berbentuk pertanyaan penelitian 
(research question), yaitu: Apakah penerapan akuntansi pajak penghasilan pada 





1.3 Tujuan Penelitian  
Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan akhir. Tujuan yang ingin 
dicapai penulis dari penilitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT Dwi Selo 
Giri Mas telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan sesuai dengan PSAK 
No. 46. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, 
baik masukan maupun evaluasi, bagi perusahaan yang bersangkutan agar 
dapat menerapkan akuntansi pajak penghasilan (PSAK No. 46) dalam 
penyajian laporan keuangan secara wajar. 
2. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 
permasalah perpajakan yang terjadi secara nyata. 
3. Bagi pemerintah, sebagai referensi untuk melihat sebagian kecil dari 
kondisi perpajakan di Indonesia. 
4. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi referensi, informasi, dan bahan 
perbandingan bagi pihak yang ingin menerapkan PSAK No. 46 maupun 
yang melakukan penelitian serupa. 
 
1.5 Sistematika 
Penulis akan menguraikan bagian-bagian yang terdapat pada skripsi 
ini, untuk mempermudah pembahasan penelitian, ke dalam sistematika berikut: 
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1. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar berlakang 
masalah, masalah pokok yang dihadapi, tujuan penelitian, dan 
manfaat dari penelitian itu sendiri. 
2. Bab kedua adalah tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang 
berkaitan dengan penelitian ini, antara lain tentang pengertian 
pajak, fungsi dan jenis pajak, pengertian pajak penghasilan, subjek 
dan objek pajak penghasilan, tinjauan umum PSAK No. 46, tinjuan 
empirik dari penelitian terdahulu, dan kerangka pikir. 
3. Bab ketiga memuat hal-hal yang terkait dengan metode penelitian, 
seperti rancangan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan 
data, jenis dan sumber data, metode analisis, pengecekan validitas 
temuan, dan tahap-tahap penelitian. 
4. Bab keempat berisi hasil analisis dan pembahasan yang 
memperlihatkan gambaran umum perusahaan, kebijakan akuntansi 
perusahaan, deskripsi dan analisis data, serta pelaksanaan 
akuntansi pajak penghasilan yang ditinjau dari PSAK No. 46. 
5. Bab kelima berisi kesimpulan dan saran sebagai hasil dari 







pajak tangguhan. Sedangkan menurut PSAK No.46, perusahaan perlu 
menetapkan pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari aktivitas 
operasi perusahaan. 
2. Perusahaan belum menyajikan hutang pajak penghasilan perusahaan, 
yaitu pajak kini dan pajak tangguhan, di dalam neraca perusahaan. Hal ini 








Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. 
1. PT Dwi Selo Giri Mas sampai pada tahun 2012 belum menerapkan 
pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK No.46. 
Perusahaan hanya mengakui pajak kini dan tidak mengakui konsekuensi 
pajak yang timbul di masa depan akibat perbedaan temporer yang terjadi. 
2. Perbedaan temporer yang terjadi menimbulkan aset pajak tangguhan dan 
hutang pajak kini pada neraca serta penghasilan pajak tangguhan dan 
beban pajak kini pada laporan laba rugi.  Unsur-unsur yang menyebabkan 
terjadinya perbedaan temporer tersebut adalah perbedaan perhitungan 
penyusutan aset tetap oleh perusahaan dan pajak. 
3. Penerapan PSAK No. 46 pada laporan keuangan perusahaan akan 
menyajikan laporan keuangan yang lebih relevan dan informatif, 
khususnya yang terkait akuntansi pajak penghasilan perusahaan yang 
dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Hal ini 
terlihat pada laporan keuang PT Dwi Selo Giri Mas tahun 2012 yang telah 
disesuaikan dengan PSAK No.46. Sebelum laporan keuangan 
perusahaan menerapkan PSAK No.46, laba bersih perusahaan adalah 
Rp555.847.913. Setelah laporan keuangan perusahaan disesuaikan 
dengan PSAK No.46, perusahaan mempertimbangkan konsekuensi pajak 
di masa depan akibat adanya perbedaan temporer yang terjadi pada 
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penyusutan aset tetap perusahaan. Penghasilan pajak tangguhan yang 
ditimbulkan oleh perbedaan temporer aktiva tetap adalah sebesar 
Rp18.597.195. Jumlah ini kemudian menambah laba bersih perusahaan 
menjadi Rp575.146.649 . Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan 
bahwa penerapan PSAK No.46 pada akuntansi pajak penghasilan PT Dwi 
Selo Giri Mas dapat memberikan pengaruh peningkatan laba bersih 
perusahaan pada tahun 2012. 
4. Laporan keuangan PT Dwi Selo Giri Mas telah sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan setelah mengakui konsekuensi pajak di masa depan 
sebagai akibat dari perbedaan temporer yang terjadi.  Informasi di dalam 




Saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian ini, 
yaitu: 
1. Pada dasarnya, pajak tidak terlalu membutuhkan pengakuan aset atau 
liabilitas pajak tangguhan karena penerapan PSAK No. 46 tidak 
berpengaruh pada penerimaan pajak. Meskipun demikian, perusahaan 
tetap perlu menerapkan PSAK No. 46 agar laporan keuangan 
perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan 
bersifat relevan, informatif, dan dapat diandalkan bagi pihak yang 
berkepentingan 
2. Manajemen bagian akuntansi dan pajak PT Dwi Selo Giri Mas sebaiknya 
malakukan perhitungan penyusutan aset tetap perusahaan sesuai 
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dengan aturan pajak yang berlaku. Dengan melakukan perhitungan yang 
tepat, rekonsiliasi fiskal yang berasal dari perbedaan temporer atas 
penyusutan aset tetap tidak diperlukan lagi. 
3. Sosialisasi dan pembinaan wajib pajak yang terkait dengan PSAK No. 46 
perlu ditingkatkan lagi, sehingga para wajib pajak mampu membuat 
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